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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan 
pemerintah daerah dalam perlindungan hutan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui implikasi 
pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta 
dokumen (P3D) terhadap perlindungan di Kawasan Hutan Lindung 
Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi 
dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan 
disajikan secara desriptif. Penelitian dilakukan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Timur, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan Kantor Desa Kasintuwu. 
Penelitian ini menemukan bahwa : (1) kewenangan 
perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota, sedangkan 
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan ini 
dialihkan pada pemerintah daerah provinsi; (2) Pengalihan personel, 
pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen menjadikan upaya-
upaya perlindungan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu tidak 
berjalan dengan semestinya karena pemerintah daerah terlambat 
untuk menginventarisasi P3D. 
ABSTRACT 
RAHMA YANI (B111 12 352), "Local Government Authority in Forest 
Protection in Kasituwu Protected Forest Areas of East Luwu District " 
(Advised by M. Yunus Wahid as First Advisor and Naswar Bohari as 
Second Advisor) 
This research aims are to know local government authority in 
forest protection according to Law Number 32 of 2004 and Number 23 
of 2014 about Local Government and to know implication of 
transferring personnels, funding, facilities, infrastructures and 
documents (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan 
Preasarana, serta Dokumen / P3D) to protection in Kasintuwu 
Protected Forest Areas of East Luwu District. 
This research uses interviewed and document studied method. 
Data which had been obtained were analyzed qualitatively and 
presented descriptively. Research was conducted in East Luwu District 
Government, South Sulawesi Forestry Office, and Kasintuwu Village 
Office. 
This research finds that : (1) forest protection authority 
according to Law Number 32 of 2004 was on regency or city 
government, whereas at Law Number 23 of 2014 this authority was 
transferred to province government; (2) transfer personnel, funding, 
facilities, and infrastructures and documents makes protection efforts 
in Kasintuwu Protected Forest Areas don’t work properly because the 
local goverment was late to inventory P3D. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang 
memiliki kekayaan alam berupa hutan. Kawasan hutan Indonesia 
tersebar  di beberapa wilayah meliputi pulau-pulau besar di 
Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
dan Papua. Berdasarkan data terakhir Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, hingga Desember 2014  Indonesia memiliki 
hutan seluas kurang lebih 120,98 juta Ha. Hutan seluas itu 
kemudian dirinci lagi, dengan Hutan Lindung seluas 29.63 juta Ha, 
Hutan Produksi Terbatas seluas 26,84 juta Ha, Hutan Produksi 
Tetap seluas 29,26 juta Ha, Hutan Produksi yang dapat 
dikonservasi seluas 13,12 juta Ha, serta Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam seluas 22,11 juta Ha.1 
Bertolak dari data luas hutan tersebut, untuk mencegah agar 
tidak mengalami penurunan luas areal diperlukan upaya dari 
semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan 
yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan hutan. Selain 
itu, dibutuhkan pendekatan yang bijak, salah satunya dengan 
pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan 
                                                             
1 Data dan Informasi (statistik kementerian), Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan/Directorate General of Forestry Panning, www.menlhk.go.id, (diakses 
pada tanggal 8 Oktober 2016) 
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secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,2 khususnya perlindungan 
hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 
Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
(selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Tujuan dari 
penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, 
kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi 
konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. 
Perlindungan hutan ini  bukan hanya untuk mencegah dan 
membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan 
dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas 
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang 
berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selain itu, perlindungan 
hutan bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggung 
jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan 
tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat juga 
diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. 
Selama ini pengelolaan hutan khususnya perlindungan hutan 
masih berpedoman pada UU Kehutanan serta undang-undang 
terkait dan peraturan pemerintah di bawahnya yang merupakan 
                                                             
2 A.M. Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad, Hasanuddin Law Review: 
penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan Studi Kawasan Hutan 
Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, (Vol.1 No. 1 April 2015), hlm. 61. 
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peraturan pelaksananya. Di mana, pengeloaan hutan dibagi 
kewenangannya antara pemerintah  pusat, pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pembagian 
kewenangan tersebut  dilaksanakan melalui pembagian urusan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tantang 
Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksananya yang 
kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
Dalam  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 saat ini 
terdapat perubahan yang sangat mendasar dari undang-undang 
pemerintahan daerah yang sebelumnya. Perubahan tersebut 
berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah 
kabupaten/kota ke daerah provinsi di beberapa sektor salah 
satunya sektor kehutanan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 
mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan 
dengan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten/kota 
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.  
Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
halaman 116, pembagian urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan menghapuskan kegiatan perlindungan hutan di tingkat 
kabupaten/kota. Adapun urusan bidang kehutanan, yang 
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sebelumnya menjadi wewenang kabupaten/kota, hampir semuanya 
ditarik menjadi kewenangan daerah provinsi. Hanya 
pengelolaanTAHURA kabupaten/kota yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
maka tidak ada lagi perangkat perlindungan di daerah 
kabupaten/kota, urusan perlindungan hutan semuanya diserahkan 
ke pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan 
di daerah. Sementara, kegiatan perlindungan hutan ini tidak hanya 
mencakup kawasan konservasi saja, tetapi juga mencakup 
kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan 
hutan lainnya. 
Di lain pihak, masalah perlindungan hutan merupakan 
masalah yang cukup kompleks dan dinamis. Dengan adanya 
perkembangan di berbagai bidang dan perubahan-perubahan di 
lapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan 
perlindungan hutan. Seperti berubahnya fungsi hutan yang  
dikarenakan perladangan berpindah, peladangan liar, pencurian 
kayu, perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar maupun di dalam 
kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan di luar sektor kehutanan. 
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Masalah perlindungan hutan tersebut juga terjadi di 
kabupaten Luwu Timur, salah satunya di kawasan hutan lindung 
Kasintuwu. Masyarakat menduduki kawasan hutan lindung 
Kasintuwu selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan  
pembangunan jalan poros  menuju provinsi Sulawesi Tengah di 
kawasan ini, selain dapat memberikan kemudahan akses 
transportasi lintas provinsi juga dapat mendatangkan keuntungan 
ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.  Pemukiman dalam 
kawasan hutan lindung ini terus bertambah seiring dengan 
pertumbuhan penduduk di kabupaten Luwu Timur. Tidak hanya 
menduduki kawasan hutan, masyarakat juga memungut hasil hutan 
dan memanfaatkan hutan untuk dijadikan perkebunan coklat, 
kelapa sawit, dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran 
dan jagung. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan 
ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan 
hutan lindung. 
Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam 
pengelolaan kehutanan memiliki tanggung jawab dalam 
perlindungan hutan terkait dengan masalah yang terjadi di kawasan 
Hutan Lindung Kasintuwu. Namun, dengan dialihkannya 
kewenangan di sektor kehutanan dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi memberikan 
dampak pada perlindungan hutan, di mana pemerintah daerah 
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kabupaten/kota tidak memiliki lagi kewenangan dalam perlindungan 
hutan sebagaimana menurut undang-undang nomor 23 tahun 
2014.. 
Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan 
lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk 
menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya 
hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga 
diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai 
tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan 
Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan 
Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam 
perlindungan hutan di kawasan Hutan Lindung Kasintuwu 
kabupaten Luwu Timur menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Dan Undang-Undang 23 Tahun 2014? 
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2. Bagaimanakah implikasi pengalihan personel, pendanaan, sarana 
dan prasarana serta dokumen (P3D) terhadap perlindungan hutan 
di kawasan hutan lindung Kasintuwu kabupaten Luwu Timur? 
C. Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam 
perlindungan hutan di kawasan Hutan Lindung Kasintuwu 
kabupaten Luwu Timur menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Dan Undang-Undang 23 Tahun 2014. 
2. Untuk mengetahui implikasi pengalihan personel, pendanaan, 
sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) berdasarkan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 terhadap perlindungan hutan di kawasan 
hutan lindung Kasintuwu kabupaten Luwu Timur. 
D. Manfaat Penulisan 
Manfaat penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Secara teoritis dapat menjelaskan kewenangan pemerintah daerah 
dalam perlindungan hutan di kawasan Hutan Lindung Kasintuwu 
kabupaten Luwu Timur menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Dan Undang-Undang 23 Tahun 2014. 
2. Secara praktis dapat menjelaskan implikasi pengalihan personel, 
pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) terhadap 







1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) 
dan forrest (Inggris).3 Forrest merupakan dataran tanah yang 
bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar 
kehutanan, seperti pariwisata.4 Menurut Dengler yang diartikan 
hutan, adalah: 
Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang 
cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan 
sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan 
tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru 
asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan 
tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).5 
 
Berdasarkan UU Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 
dipisahkan. Hal ini berbeda dengan pengertian “hutan” menurut 
Undang-Undang No. tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kehutanan (undang-undang pertama kehutanan) yang 
                                                             






menyatakan bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan 
pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 
hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan 
oleh pemerintah sebagai hutan. Dari pengertian kehutanan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pengertian “hutan” adalah pengertian 
fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah 
yang didominasi popohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.6  
Hutan berbeda halnya dengan kawasan hutan. Dalam UU 
Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk 
dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap. Ditinjau dari bentuknya, 
kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, 
hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.7 Status 
hukum kawasan hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan. Di dalam surat keputusan itu memuat status hukum 
kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka 
alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang 
luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.8 Ada dua ciri khas 
kawasan hutan, yaitu: Adanya penetapan dari Menteri Kehutanan 
dan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, serta 
telah ada penetapan batas kawasan.9 
                                                             
6 Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan (Jakarta, 2013), hlm. 68. 





2. Jenis-Jenis Hutan 
Dalam UU Kehutanan, jenis-jenis hutan adalah sebagai 
berikut: 
a. Hutan berdasarkan statusnya terbagi atas Hutan Negara 
dan Hutan Hak (pasal 5 ayat 1). Hutan Negara adalah hutan 
yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 
Hutan Negara juga dapat berupa Hutan Adat (pasal 5 ayat 
2).  Hutan Adat merupakan hutan ngara yang berada dalam 
wilayah masyarakat hukum adat. Sementara Hutan Hak 
adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas tanah. 
b. Hutan berdasarkan fungsinya terbagi atas Hutan 
Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (pasal 6 
ayat 1).  
1) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri 
khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
serta ekosistemnya. 
2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  
11 
 
3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.10 
3. Manfaat Hutan 
Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak 
manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan dalam 
kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga 
kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat 
manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.11 Manfaat 
hutan misalnya, penghasil oksigen, pengatur siklus iklim, tempat 
cadangan sumber air, penghasil barang (kayu, rotan, kulit kayu, 
akar, daun, kulit hewan), ekosistem flora dan fauna, sistem 
penyangga kehidupan di bumi, dan lain-lain. 
Salim mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu 
manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.12 Manfaat langsung 
adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara 
langsung oleh masyarakat. Sementara manfaat tidak langsung 
adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, 
tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri.13 
Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat merasakan 
manfaat hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, 
                                                             
10 Pasal 1 huruf g,h, dan I Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
11 Abrar Saleng, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam, (Makassar. 2013), 
hlm. 204. 




yaitu: manusia sebagai individu, dan manusia sebagai warga 
Negara.14  
Manfaat hutan secara langsung misalnya, sumber air, 
sumber pangan, penghasil barang (kayu, akar, rotan, kulit hewan), 
penghasil obat-obatan (daun, bunga, madu) dan lain-lain. Manfaat 
hutan tak langsung misalnya, pengatur tata air, penghasil oksigen, 
pengatur iklim, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan lain-
lain. 
4. Hutan Lindung 
Menurut UU Kehutanan hutan lindung merupakan kawasan 
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 
kesuburan tanah.  Hutan lindung ada karena keberadaannya yang 
sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.  
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sistem 
penyangga kehidupan merupakan satu prose salami dari berbagai 
unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan 
kehidupan makhluk (pasal 6). Perlindungan sistem penyangga 
kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang 




menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (pasal 7). 
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan 
penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak 
pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan 
sistem penyangga kehidupan (pasal 9 ayat 2). 
Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan 
untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan 
menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur 
hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kriteria kawasan hutan 
lindung yaitu: 
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis 
tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau 
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau 
lebih, dan/atau 
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas 
permukaan laut 2000 meter atau lebih.15 
Adapun pemanfaatan hutan lindung dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di 
sekitar hutan.16 Namun pemanfaatan hutan lindung haruslah 
                                                             
15 Sumber: Dinas Kehutanan kabupaten Luwu Timur pada saat pra penelitian 
pada tanggal 25 November 2016. 




melalui perizinan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam 
agar tidak mengganggu kelangsungan ekosistem.  
Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam pasal 
26 UU Kehutanan dan pasal 23 sampai pasal 30 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan. 
Pemanfaatn hutan lindung yang diatur dalam UU Kehutanan, 
sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 1). 
2. Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui 
pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan 
hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 2). 
 Selanjutnya dalam  PP No. 6 tahun 2007 juga mengatur 
pemanfaatan hutan lindung, sebagai berikut: 
1. Perlindungan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan 
melalui pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa 
lingkungan; dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 
23 ayat 1). Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, 




2. Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung dilakukan 
melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat; budidaya 
tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; 
penangkaran satwa liar; rehabilitasi satwa; dan budidaya 
hijauan makanan ternak (pasal 24 ayat 1). Kegiatan usaha 
tersebut dilakukan dengan ketentuantidak mngurangi, 
mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; 
pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak 
menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau 
tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah 
bentang alam (pasal 24 ayat 2).  
3. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan 
melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air; 
pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan 
keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan 
lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 
(pasal 25 ayat 1). Kegiatan tersebut dilakukan dengan 
ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau 
menghilangkan fungsi utamanya; mengubah bentang alam; 
dan merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan (pasal 
25 ayat 2). Pemegang izin dalam melakukan kegiatan usaha 
pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan 
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lindung harus membayar kompensasi kepada pemerintah 
(pasal 25 ayat 3). 
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung 
antara lain berupa rotan; madu; getah; buah; jamur; atau 
sarang burung walet (pasal 26 ayat 1). Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu yang 
dipungut harus sudah tersedia secara alami; tidak merusak 
lingkungan; dan tidak mengurangi, mengubah, atau 
menghilangkan fungsi utamaya (pasal 26 ayat 2). Selain itu, 
dalam memungut hasil hutan bukan kayu tidak dapat 
dilakukan melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan 
memungu beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh 
undang-undang (pasal 26 ayat 4). Pemungutan hasil hutan 
bukan kayu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar 
hutan (pasal 26 ayat 3). 
5. Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung 
dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya 
tanaman obat, tanaman hias, jamur, dan lebah (pasal 27 
ayat 1). Pemberi izin dilarang mengeluarkan lagi izin pada 
areal pemanfaatan kawasan atau pemanfaatan jasa 
lingkungan pada hutan lindung kecuali izin untuk 




B. Kewenangan dan Tinjauan Yuridisnya 
1. Pengertian Kewenangan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan 
berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 
sesuatu.17 Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah 
berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.18 
Dengan kata lain, kewenangan hanya diberikan oleh undang-
undang di mana pembuat undang-undang dapat memberikan 
wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun 
kepada aparatur pemerintahan.19 
Mengenai kewenangan itu, H.D. Stout mengatakan bahwa 
wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi 
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-
aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam 
hubungan hukum publik.20 Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan 
menyetir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang 
adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit 
                                                             
17 KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/  (diakses pada tanggal 7 Oktober 
2016). 
18 Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan 
Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung, 2012), hlm.137. 
19 Ibid. 
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Jakarta, 2013), hlm. 98. 
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diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum 
publik.21 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, 
delegasi, dan mandat.22 Dalam istilah hukum atribusi diterjemahkan 
sebagai pembagian (kekuasaan); dalam kata atributie van 
rechtsmacht; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi 
(kompetensi mutlak), sebagai lawan dari distributie van 
rechtmacht.23 Sementara yang dimaksud dengan delegasi adalah 
penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang 
lebih rendah.24  
Selanjutnya wewenang yang didapat melalui atribusi dan 
delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan 
jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk 
melakukan sendiri.25 Mengenai mandat tersebut Soewoto 
menjelaskan bahwa mandat merupakan suatu bentuk pelimpahan 
kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi.26 Hal ini sejalan 
dengan pendapat R.J.H.M. Huisman dalam bukunya Alegemeen 
Bestuursrecht, mengemukakan perbedaan sebagai berikut:27 
 
                                                             
21 Ibid. 
22 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta, 2014), hlm. 111. 
23 Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat. Op. cit. hlm. 138. 
24 Ibid. 
25 Ibid. hlm. 139. 
26 Bambang Eko supriyadi, Op. cit. hlm. 77. 
27 Aminuddin Ilmar, Op. cit. hlm. 117. 
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Tabel 1: Perbedaan Delegasi dan Mandat28 
Perbedaan antara Delegasi dan Mandat 
NO DELEGASI MANDAT 
1. Overdracht van bevoegheid; 
(pelimpahan wewenang) 
Opdracht tot uitvoering; 
(perintah untuk 
melaksanakan) 
2. Bevoegheid kan door het 
oorspronkelijk bevoegde organ 
niet incidenteel uitgoefend 
worden; 
(kewenangan tidak dapat 
dijalankan secara insidental oleh 
organ yang memiliki wewenang 
asli) 







3. Overgang van 
verantwoordelijkheid; 
(terjadi peralihan tanggung jawab) 
Behooud van 
verantwoordelijkheid; 
(tidak terjadi peralihan 
tanggung jawab) 
 
4. Wettelijke basis vereist; 
(harus berdasarkan Undang-
Undang) 
Geen Wettelijke basis 
vereist; 
(tidak harus berdasarkan 
Undang-Undang) 
5. moet schriftelijke; 
(harus tertulis) 
Kan schriftelijk, ma gook 
mondeling; 
(dapat tertulis, dapat pula 
secara lisan) 
 
Harold S. Laswell dan Abraham Caplan mengemukakan 
bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal (formal power). 
Dianggap mempunyai wewenang (authority) sehingga berhak untuk 
mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya.29 
Sementara bangir Manan mendefenisikan: 
                                                             
28 Ibid. 
29 Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan (Jakarta, 2013), hlm. 75 
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Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak 
untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang 
sekaligus berarti hak dan kewajiban (reechten en plichten). 
Dalam kaitan dengan  otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) 
dan mengelola sendri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban 
secara horizontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. 
Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 
pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara 
secara keseluruhan.30 
 
Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, 
namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat 
kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa 
batas, sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan 
wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan 
wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. 
2. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
Dalam arti luas pemerintahan merupakan semua 
aparatur/alat kelengkapan negara dalam rangka menjalankan 
segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara baik kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.31 Pemerintahan dalam 
arti sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan negara yang hanya 
mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja. 
                                                             
30 Ibid, hlm. 99-100 
31 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung, 
2005), hlm. 64. 
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Dengan kata lain pemerintahan dalam arti sempit ini tidak lain ialah 
hanya pemerintah.32 
Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara 
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik 
Indonsesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).33 
Berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sebagai 
berikut: 
Pasal 1 
(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
(3)  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah daerah dapat berupa: 
                                                             
32 Ibid. 
33 Pemerintah Daerah di Indonesia http//id.wikipedia.org  (diakses pada tanggal 
19 Oktober 2016). 
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a. Pemerintah daerah provinsi (pemprov), yang terdiri dari 
Gubernur dan perangkat daerah yang meliputi Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (pemkab/pemkot), yang 
terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah, yang 
meliputi Sekeretariat Daerah, Dinas Daerah, lembaga 
Teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan/Desa.34 
 
Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi 
daerah  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat  dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Otonomi daerah pada hakekatnya 
mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, 
memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga 
tidak menjelma menjadi kedaulatan.35 Pemberian otonomi yang 
seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 
negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada 
pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional  dan tidak 
ada kedaulatan pada daerah. oleh karena itu seluas apapun 
otonomi daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan 
pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat.  
Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan 
pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom 
dan pemerintah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat 
                                                             
34 Ibid. 




resiprokal.36 Dalam sistem pemerintahan lokal dekonsentrasi, 
desentralisasi, dan tugas pembantuan melibatkan distribusi urusan 
pemerintahan oleh pemerintah dalam jajaran organ 
pemerintahan.37 Perlu disadari bahwa urusan pemerintahan 
bersifat dinamis.38 Urusan pemerintahan yang pada suatu saat 
tidak dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom pada saat 
lain mungkin dapat didesentralisasikan. Begitu pula sebaliknya, 
pada saat lain juga dapat disentralisasikan. Banyak faktor yang 
perlu dipertimbangkan dalam sentralisasi dan desentralisasi urusan 
pemerintahan.39  
Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintahan 
hanya dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.40 
Oleh karena itu tidak ada penyerahan wewenang legislasi dan 
wewenang yudikasi. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang 
untuk membentuk peraturan daerah (local ordinance) dan bukan 
undang-undang.41 Dalam rangka memberikan ruang yang lebih 
luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 
warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan 
harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika 
membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun 
                                                             
36 Ibid. 
37 Ibid. 






kebijakan lainnya hendaknya memperhatikan kepentingan 
nasional. 
Pada hakikatnya, pembagian urusan pemerintahan di 
Indonesia dibagi dalam tiga kategori yakni urusan pemerintahan 
yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota.42 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
lebih lanjut dijelaskan mengenai urusan pemerintahan tersebut 
yaitu: 
a. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan 
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
b. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan 
yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren 
inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.  
 Pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 
walaupun urusan pemerintahan sama namun 
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang 
lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun 
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 
mempunyai urusan pemerintahan masing-masing 
yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan 
terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam 
pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, 
                                                             
42 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (cet. keempat, 
Jakarta 2012), hlm. 34-36 
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standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat 
oleh pemerintah pusat.43 
 
c. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala 
pemerintahan.  
 Urusan pemerintahan umum terkait dengan 
pemeliharaan ideologi Pancasila dan UUD 1945, 
Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang 
serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar 
golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. 
Presiden dalam pelaksanaan umum di daerah 
melimpahkan kepada gubernur  sebagai kepala 
pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota 
sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.44 
 Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, 
maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan 
pengawasan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten/kota, presiden sebagai penanggung jawab 
akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan 
kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak 
atas nama pemerintah pusat  untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan kepada daerah 
kabupatenkota agar melaksanakan otonominya 
dalam koridor NSPK yang dtetapkan oleh pemerintah 
pusat. Untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya selaku 
wakil pemerintah pusat, gubernur dibantu oleh 
perangkat gubernur. Karena perannya sebagai wakil 
pemerintah pusat maka hubungan gubernur dengan 
pemerntah daerah kabupaten/kota bersifat hierarki.45 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan 
pemerintahan daerah diatur dalam dua pasal yang berbeda, yaitu 
                                                             






pasal 11 dan pasal 12 mengenai rumusan urusan pemerintahan 
konkuren. Rumusan kedua pasal tersebut yaitu: 
Pasal 11 
1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dalam pasal 9 
ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 
pilihan. 
2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang 
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 
3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian 
substansinya merupakan pelayanan dasar. 
 
Pasal 12 
1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat (2) meliputi: 
a) Pendidikan; 
b) Kesehatan; 
c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat, dan; 
f) Sosial. 
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) 
meliputi: 
a) Tenaga kerja; 
b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
c) Pangan; 
d) Pertanahan; 
e) Lingkungan hidup; 
f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g) Pemberdayaan masyarakat dan desa; 
h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
i) Perhubungan; 
j) Komunikasi dan informasi; 
k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l) Penanaman modal; 






q) Perpustakaan; dan 
r) Kearsipan. 
3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (1) meliputi: 




e) Energi dan sumber daya mineral; 
f) Perdagangan; 
g) Perindustrian; dan transmigrasi. 46 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga 
diatur tentang prinsip-prinsip dalam pembagian urusan 
pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, prinsip 
akuntabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip eksternalitas, serta 
kepentingan strategi nasional.  Berdasarkan prinsip tersebut, 
kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat adalah: 
a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah 
provinsi atau lintas negara. 
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas 
daerah provinsi atau lintas negara. 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak 
negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. 
d. Urusan pemerintahan yang pengguna sumber 
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 
pemerintah pusat; dan/atau 
e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi 
kepentingan nasional. 
 
                                                             
46 Op. cit. pasal 11 dan 12. 
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 Urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi adalah: 
a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah 
kabupaten/kota. 
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas 
daerah kabupaten/kota. 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak 
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota. 
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber 
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah 
provinsi. 
 
 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah kabupaten/kota adalah: 
a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah 
kabupaten/kota. 
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam 
daerah kabupaten/kota. 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak 
negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota. 
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber 
dayanya lebih efisien apabila dilakukan  oleh daerah 
kabupaten/kota. 
 
Selain itu, juga diatur asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas 
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 
akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. 
3. Kewenangan Pemerintah Daerah di Sektor Kehutanan 
Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mulai dari 
pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik 
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pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota, memikul tanggung jawab terhadap masyarakat 
Indonesia termasuk di dalamnya terhadap bumi, air dan segala 
yang ada di dalamnya sesuai dengan amanat UUD 194547 
terkhususnya di sektor Kehutanan.  
Dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa, semua hutan di 
dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di 
dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan 
wewenang kepada pemerintah untuk: 
1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 
2. Menetapkan status wilayah tertententu sebagai kawasan 
hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. 
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum 
antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-
perbuatan hukum mengenai kehutanan.48 
 
Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan 
pemerintah dan atau pemerintah daerah. mengingat berbagai 
kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat 
berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas 
yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. 
Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah 
menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah 
                                                             
47 Ryfina Natalia Woy, Jurnal Online: Kewenangan Pemerintah Dalam Upaya 
Pemberantasan Pembalakan Liar (illegal logging), (vol.1/No.3/Juli-
September/2013) hlm. 41. (diakses pada tanggal 10 Januari 2017). 
48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat 2. 
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yang bertujuan untuk  meningkatkan efektivitas pengurusan hutan 
dalam rangka pengembangan otonomi daerah.49 Dengan adanya 
asas desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat semakin 
berkurang sedangkan kewenangan pemerintah daerah semakin 
bertambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.50 
Namun, bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
merupakan kewenangan yang terbatas karena penyerahan 
kewenangan pemerintah pusat kepada daerah merupakan 
penyerahan kewenangan yang terbatas sesuai dengan asas 
desentralisasi.51 
Urusan bidang Kehutanan merupakan urusan pemerintahan 
pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan 
sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah 
provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan 
dengan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten/kota 
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut 
diperjelas lagi pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 hal 116, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota 
dalam bidang kehutanan hanya pada pelaksanaan pengelolaan 
                                                             
49 Ibid. pasal 66. 
50 Abdul  khakim, Op. cit. hlm. 154. 
51  Ryfina Natalia Woy, Op. cit. hlm. 40. 
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TAHURA kabupaten/kota. Sementara kewenangan pemerintah 
daerah provinsi dalam bidang kehutanan, yaitu: 
1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan 
kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi 
(KPHK). 
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan 
hutan kecuali KPHK. 
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan 
produksi dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan 
kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 
pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan 
kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan 
karbon. 
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. 
5. Pelaksaana perlindungan hutan di hutan lindung, dan 
hutan produksi. 
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. 
Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan 
kapasitas produksi < 6000 m³ per tahun. 
7. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan 
khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi. 
8. Pelaksaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan 
secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas 
kabupaten/kota. 
9. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang 
tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran 
(Appendix CITIES). 
10. Pelaksandan kawasan aan pengelolaan kawasan bernilai 
ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan 
suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 
11. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. 
12. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. 
13. Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 
lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah 
kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi. 
 
 Jika melihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, urusan bidang kehutanan yang sebelumnya 
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, hampir 
semuanya ditarik menjadi kewenangan daerah provinsi. 
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Bahkan, tidak ada lagi perangkat perlindungan di daerah 
kabupaten/kota. Urusan perlindungan hutan di kawasan 
hutan produksi dan hutan  lindung atapun fungsi lainnya, 
diserahkan kepada pemerintah provinsi selaku pemegang 
urusan kehutanan di daerah. Hal ini bertentangan dengan 
UU Kehutanan yang mana  masih melibatkan unsur 
pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota, bahkan juga 
melibatkan masyarakat baik perorangan maupun badan 
usaha dalam perlindungan hutan. Untuk itu, penelitian ini 
terfokus pada aspek pelaksanaan kewenangan perlindungan 
hutan pada hutan lindung. 
C. Perlindungan Hutan 
1. Pengertian Perlindungan Hutan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘perlindungan hutan’ 
berarti upaya melindungi hutan dari kerusakan.52 Dalam pasal 47 
UU Kehutanan disebutkan bahwa Perlindungan hutan dan 
kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi 
kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan 
oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, 
hama, serta penyakit; dan Mempertahankan dan menjaga hak-hak 
negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, 
                                                             
52 Kbbi daring KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/ (diakses pada tanggal 
17 Oktober 2016). 
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hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan 
pengelolaan hutan. 
Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa 
yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan 
kekayaan alam yang tak ternilai harganya.53 Hutan dalam 
kedudukannya sebagai sistem penyangga kehidupan memiliki 
peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia.  Karena hutan 
dapat memberikan manfaat yang besar untuk manusia baik secara 
langsung dan tidak langsung. 
Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga 
sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus 
dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan 
hutan.54 Demikian pula dalam rangka pembukaan areal hutan 
untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian rupa 
dengan tetap memelihara kelestarian hutan.55 Sehingga hutan 
harus dijaga, dipertahankan dan dilindungi kelestariannya agar 
tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat manusia atau 
karena proses alam.56 Dalam upaya melindungi hutan ada tiga 
aspek pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu aspek teknis, 
aspek yuridis dan aspek fisik. Serta dilakukan secara fisik, preventif 
                                                             
53 Abrar Saleng, Op. cit. Hlm. 203. 
54 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap 
Kejahatan di Bidang Kehutanan, (cet. kedua, Yogyakarta, 2012), hlm. 21 
55 Ibid. 
56 Ibid. hlm. 22 
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dan represif.57 Sehingga upaya perlindungan hutan dapat berhasil 
dan berdaya guna.58 
2. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hutan 
Dalam UU Kehutanan perlindungan hutan merupakan 
bagian dari pengelolaan Kehutanan. perlindungan hutan tersebut 
merupakan usaha untuk: 
1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan 
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta 
penyakit; dan 
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 
masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, 
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan 
dengan pengelolaan hutan. 
 
Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, dan 
melindungi hak-hak negara atas hutan, yaitu: 
1. Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan 
teknis hutan; dan 
2. Usaha pengamanan hutan atau disebut usaha pengamanan 
polisionil hutan. 59 
 
Dalam UU Kehutanan penyelenggaraan perlndungan hutan  
dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan 
hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konsevasi, 
dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Menurut 
                                                             
57 Mappatoba Sila, Siti Nuraini, Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 
(Makassar, 2009), hlm. 2. 
58 Ibid. hlm. 3. 
59 Salim H.S. Op. cit. Hlm. 114. 
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Salim H.S. bahwa usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha 
untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.60 lebih lanjut Salim 
H.S. mengemukakan ada lima golongan kerusakan hutan yang 
perlu mendapat perlindungan, yaitu: 
1. kerusakan hutan akibat pekerjaan /pendudukan tanah hutan 
secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari 
fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung 
jawab. 
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan 
bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak 
sesuai dengan kindisi tanah/tegakan. 
3. Kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan 
tanpa izin. 
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat 
kebakaran. 
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan 
hama dan penyakit, serta daya alam. 61 
 
Adapun lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu: 
1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat; 
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial 
ekonomi masyarakat di sekitar hutan; 
3. Perladangan berpindah-pindah; 
4. Sempitnya lapangan pekerjaan; 
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya 
fungsi hutan dan lain-lain. 62 
 
Kerusakan hutan harus diantisipasi, sehingga tujuan 
perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan, yaitu: 
1. Menjaga kelestarian dan fungsi hutan; 
2. Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hutan. 63 
                                                             
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid.  
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Adapun hal-hal yang dilarang dalam UU Kehutanan yaitu: 
1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki 
kawasan hutan secara tidak sah;  
2. Merambah kawasan hutan; 
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
dengan radius yang telah ditentukan dalam UU Kehutanan 
(pasal 50 ayat 3 huruf c); 
4. Membakar hutan; 
5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang; 
6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 
7. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi 
atau ekploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin menteri. 
8. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya 
hasil hutan; 
9. Mengembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak 
ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat 
yang berwenang; 
10. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut 
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 
11.  Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang; 
12.  Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan 
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan 
keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 
kawasan hutan; dan 
13. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-
undnag yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari 
pejabat yang berwenang. 
 




Sementara prinsip-prinsip perlindungan hutan tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang 
Perlindungan Hutan (selanjutnya disingkat menjadi PP 
Perlindungan Hutan) meliputi: 
1. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan 
dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, 
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. 
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat 
dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, 
investasi serta perangkat yang berhubungan dengan 
pengelolaan hutan. 
 
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hutan 
Dalam UU Kehutanan telah diatur mengenai perlindungan 
hutan yaitu pada pasal 46 sampai dengan pasal 51. Yang mana 
perlindungan hutan tersebut terbagi atas 4 macam perlindungan, 
yaitu hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan investasi. Sementara 
dalam PP Perlindungan Hutan diatur beberapa jenis perlindungan 
hutan, yaitu: 
1. Perlindungan hutan atas kawasan hutan (pasal 8 sampai 
dengan pasal 10).  Menurut PP ini, perlindungan hutan atas 
kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, 
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. 
Sementara perlindungan hutan atas kawasan hutan yang 
telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan hutan 
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dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin 
yang bersangkutan. Kegiatan perlindungan hutan pada 
kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan 
menjadi tanggung jawab pengelolanya. Kegiatan 
perlindungan hutan tersebut meliputi: 
a. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut 
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk 
tumbuhan dan satwa. 
b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia 
dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit 
serta daya-daya alam. 
c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan 
terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal 
kerjanya. 
d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran 
hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutan 
yang terdekat. 
e. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga 
pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan. 
 
Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang 
pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum 
adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat 
hukum adat. Perlindungan hutan tersebut dilaksanakan 
berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan 
pendampingan pemerintah, pemerintah provinsi  dan atau 
pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya perlindungan hutan 
pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab 
pemegang hak. Perlindungan tersebut meliputi: 
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a. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak 
berhak; 
b. Pencegahan, pemadaman dan pengamanan dampak 
kebakaran; 
c. Penyediaan personil dan sarana prasarana 
perlindungan hutan; 
d. Mempertahankan dan memelihara sumber air; 
e. Melakukan kerjasama dengan sesama pemilk hutan 
hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin 
pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan dan 
masyarakat. 
 
2. Perlindungan Hutan atas hasil hutan (pasal 12 sampai 
dengan pasal 14). Perlindungan hasil hutan merupakan 
usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak negara 
terhadap hasil hutan, di mana hasil hutan harus diadakan 
pengukuran dan pengujian.64 Perlindungan hasil hutan 
tersebut dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan 
hutan secara berlebihan dan atau tidak sah. 
3. Perlindungan hutan dari gangguan ternak (pasal 15). 
Perlindungan hutan ini dilaksanakan dengan menetapkan 
lokasi pengembalaan ternak yang ditetapkan oleh Kepala 
Unit Pengelolaan Hutan. 
4. Perlindungan Hutan dari daya-daya alam (pasal 16). 
Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk mencegah 
dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan 
yang disebabkan oleh daya-daya alam, yaitu letusan gunung 
                                                             
64 Ibid. hlm. 119. 
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berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa. 
Usaha tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: 
a. Memantau biofisik lingkungan yang berpotensi 
menimbulkan bencana alam; 
b. Membuat peta lokasi kerawanan bencana; 
c. Membangun bangunan civil teknis; 
d. Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan 
kepada masyarakat; 
e. Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta 
lingkungan; dan atau 
f. Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan.  
 
5. Perlindungan hutan dari hama penyakit (pasal 17). 
Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah dan atau 
pemerintah daerah melalui: 
a. Menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit 
tumbuhan dan satwa; 
b. Menyelenggarakan karanian tumbuhan dan satwa; 
c. Mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa 
beserta habitatnya; dan atau 
d. Mengendalikan hama dan penyakit dengan metode 
biologis, mekanis, kimiawi, dan atau terpadu. 
 
6. Perlindungan hutan dari kebakaran (pasal 18 sampai 
dengan pasal 31). Kebakaran hutan yang dimaksud dalam 
PP Perlindungan Hutan ini yaitu kebakaran yang disebabkan 
oleh perbuatan manusia dan daya-daya alam. Dalam PP ini 
dijelaskan secara lebih terperinci perlindungan hutan dari 
kebakaran mulai dari pencegahan sampai dengan 




4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan 
Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan 
pemerintah dan atau pemerintah daerah.65 Mengingat berbagai 
kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat 
berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat 
luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara 
khusus.66 
Berdasarkan UU Kehutanan kemudian diatur lebih lanjut 
dalam PP Perlindungan Hutan bahwa perlindungan hutan pada 
hutan negara merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang 
menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. 
Kegiatan perlindungan hutan tersebut dilaksanakan pada wilayah 
hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP). 
Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan 
hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I yang meliputi 
Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit 
Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
                                                             
65  Eva Wollenberg, Hariadi Kartodiharjo, Devolusi dan Undang-Undang 
Kehutanan Baru Indonesia, (Jakarta, 2003), Lampiran 4-1 Penjelasan Undang-




Departemen Kehutanan.67 Namun, tidak menutup kemungkinan 
terlibat pihak lain seperti para pemegang izin yang bertanggung 
jawab atas perlindungan hutan di areal kerjanya masing-masing. 
Sementara kegiatan perlindungan hutan di wilayah dan untuk 
kegiatan tertentu dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada 













                                                             





A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih lokasi 
penelitian pada: 
1. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
pertimbangan bahwa setelah berlakunya UU Pemda, 
kewenangan  di sektor kehutanan daerah kabupaten/kota 
dialihkan ke daerah provinsi. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan 
pertimbangan bahwa kawasan hutan lindung Kasintuwu 
masuk dalam wilayah administratif kabupaten Luwu Timur. 
3. Kantor Desa Kasintuwu, dalam hal ini kepala desa 
Kasintuwu. 
4. Warga masyarakat desa Kasintuwu yang bermukim di dalam 
kawasan hutan lindung Kasintuwu yaitu masyarakat dusun 
Tawibaru dan dusun Sampuraga. 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi Penelitian yaitu jumlah keseluruhan Kepala Keluarga yang 
ada di dusun Tawibaru dan dusun Sampuraga masing-masing 146 
Kepala Keluarga dan 41 Kepala Keluarga.  Adapun sampel 
penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan 
44 
 
menggunakan kriteria berdasarkan karakteristik masing-masing. 
Dalam penelitian ini Penulis mengambil 10 % sampel dari populasi 
penelitian di dua dusun yang berada dalam kawasan hutan lindung 
yaitu di dusun Tawibaru dan Sampuraga. Sehingga sampel 
penelitian yaitu 19 Kepala Keluarga. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak 
pertama di lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, 
hasil penellitian, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, dan 
lain-lain. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung 
kepada pihak-pihak yang terkait, untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan skripsi ini. 
2. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh data sekunder. 
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E. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh akan dianalisis  menggunakan 
analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu suatu 
analisis yang menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
secara lengkap dan jelas terkait dengan permasalah yang  ada, 
dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan 





















A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu 
Kabupaten Luwu Timur 
Untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis 
pada bab sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, 
penulis kemudian melakukan penelitian di beberapa tempat yakni; 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini 
diteruskan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 
Aparatur dan warga Desa Kasintuwu, serta Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur 
Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 
kabupaten/kota paling timur di provinsi Sulawesi Selatan. 
Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis 
khatulistiwa 3º03ʹ00ʺ-3º03ʹ25ʺ Lintang Selatan dan 119º28ʹ56ʺ-
121º47ʹ27ʺ Bujur Timur68 dengan batas-batas wilayah sebagai 
berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi 
Tengah. 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone. 
                                                             
68 Sumber data: Bappeda Luwu Timur 
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c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. 
d. Sebelah barat Kabupaten Luwu Utara. 
 Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan 
dengan Kota Malili sebagai Ibukota kabupaten. 11 kecamatan 
tersebut yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, 
Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan 
Kalaena. Jumlah desa yang ada pada tahun 2015 adalah 124 desa 
dan 3 kelurahan serta terdapat 485 dusun dan 5 rukun warga. Luas 
wilayah Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km2 atau sekitar 
11,14 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan.69 
 Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki 
curah hujan yang cukup tinggi. Salama tahun 2015, rata-rata hari 
hujan perbulan sebanyak 15 hari. Bulan Februari memiliki jumlah 
hari hujan tertinggi hingga 26 hari dalam sebulan dan bulan 
Oktober memiliki jumlah hari hujan sedikit yaitu hanya 3 hari saja 
dalam sebulan.70 
2. Gambaran Umum Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu 
 Kabupaten Luwu Timur sebagian besar daerahnya 
merupakan wilayah hutan dan kawasan hutan lindung merupakan 
kawasan yang paling luas. Kawasan hutan lindung yang ada di 
kabupaten Luwu Timur  tersebar di seluruh kecamatan yaitu Burau, 





Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, 
Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. 
Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu terletak di desa 
Kasintuwu kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur. 
Adapun luas kawasan hutan  menurut fungsi dan statusnya yang 
ada di desa Kasintuwu yaitu sebagai berikut. 
Tabel 2: Luas kawasan hutan di desa Kasintuwu menurut 
fungsi dan statusnya 
No. Fungsi Luas (Ha) 
1. Hutan Lindung 26.525,31 
2. Taman Wisata Alam 68,29 
3. Cagar Alam 10.139,66 
4. Hutan Produksi 0.00 
5. Hutan Produksi Terbatas 3.362,60 
6. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 1.862,72 
7. Area Penggunaan Lain (kawasan yang 
tidak termasuk dalam kawasan hutan.) 
8.123,76 
Total 50.082,34 
Sumber: KPHL Kabupaten Luwu Timur 
 
Kawasan hutan lindung Kasintuwu berada pada pegunungan 
Kasintuwu memiliki keanekaragaman hayati yang terdiri atas jenis 
flora dan fauna. Jenis-jenis fauna diantaranya, Anoa, Burung 
Rangkong dan Siamang. Sedangkan jenis-jenis flora berupa kayu 
hitam, Betau, Kume, Kamboja Hutan, Tiro Lembang, Pajerongi, 
Lemoro, Bayam Hutan, dan Lako.71 
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 
                                                             
71 Sumber: KPHL kabupaten Luwu Timur. 
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Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu terletak di Desa 
Kasintwu, Kecamatan Mangkutana. Desa Kasintuwu yang 
sebagian besar daerah berbukit-bukit, memiliki wilayah yang cukup 
luas yaitu 679,68 km² dengan curah hujan 3,45/mm pertahun.72 Di 
desa ini terdapat enam dusun yang semuanya berstatus defenitif 
yaitu dusun Mabungka, dusun Mangkulande, dusun Mangkopi, 
dusun Tangkumaino, dusun Tawibaru, dan dusun Sampuraga. Dari 
enam dusun tersebut empat di antaranya berbatasan langsung 
dengan kawasan hutan lindung sementara yang lainnya masuk 
dalam kawasan hutan lindung yaitu dusun Tawibaru dan dusun 
Sampuraga.  
Mata pencaharian penduduk di desa ini cukup beragam. 
Pada umumnya adalah bertani, berkebun (cokelat, kelapa sawit, 
Merica), beternak (sapi, ayam, babi) dan berdagang. Beberapa 
warga juga memungut hasil hutan berupa rotan, madu dan aren. 
Ada pula yang bekerja menjadi pegawai di kantor desa dan 
menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Selain itu, ada juga 
penduduk yang merantau untuk bekerja di kota-kota besar seperti 
Makassar, Kendari, dan kota-kota lainnya di Sulawesi. 
Tingkat perekonomian di desa kasintuwu tergolong rendah 
dengan penghasilan rata-rata perbulan berkisar antara Rp.500.000 
                                                             




sampai dengan Rp.1.000.000.73 Pendidikan yang kurang membuat 
sumber daya manusia yang ada kurang berkualitas. Kebanyakan 
penduduk di desa ini hanya mengenyam pendidikan pada jenjang 
sekolah dasar (SD), adapula sebagian yang sampai sekolah 
menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), 
namun sangat jarang yang menempuh hingga jenjang perkuliahan. 
Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kasintuwu dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 3: tingkat pendidikan masyarakat desa Kasintuwu 
Tingkat pendidikan Frekuensi Presentase 
Putus Sekolah 137 4% 
SD 1017 33% 
SMP 540 18% 
SMA 470 15% 
D3/S1/S2/S3 47 2% 
Tidak terdata 854 28% 
Total 3065 100% 
 Sumber data: Data dan Informasi dari Kantor Desa 
Kasintuwu setelah diolah. 
 
Desa ini sebagian besar penduduknya merupakan suku 
Pamona dan sebagian lainnya suku Bugis dan Jawa. Suku 
Pamona merupakan suku yang memiliki garis keturunan dari 
wilayah Salu Moge yang ada di kecamatan Rampi kabupaten Luwu 
Utara. Adat istiadat atau budaya yang terdapat di desa ini salah 
satunya adalah perayaan dan upacara yang dilakukan apabila 
datangnya hasil panen yang melimpah. Upacara yang dilakukan 
                                                             
73 Data primer penulis setelah diolah. 
51 
 
seperti perayaan yang diiringi tarian (Dero) dan musik dari 
gendang, upacara ini dinamakan padungku sebagai bentuk rasa 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.74 Mayoritas masyarakat 
di desa ini menganut agama Kristen dan sebagian beragama Islam. 
Meskipun ada perbedaan agama di desa ini, namun penduduknya 
hidup rukun dan saling toleransi kepada sesama. 
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di 
Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 
Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan 
hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah 
daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk 
menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi 
lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara 
optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha 
untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan 
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.  
                                                             
74 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur selaku ketua RT di dusun Sampuraga 
pada tanggal 12 Maret 2017. 
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Untuk mencegah dan mempertahankan serta menjaga 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dari kerusakan yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat: melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; melakukan 
inventarisasi permasalahan; mendorong peningkatan produktivitas 
masyarakat; memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; 
meningkatkan peran sertamasyarakat dalam kegiatan pengelolaan 
hutan; melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; 
meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; 
mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; 
meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan 
keamanan; mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap 
gangguan keamanan hutan; dan atau mengenakan sanksi 
terhadap pelanggaran hukum (pasal 7 PP Perlindungan Hutan). 
Ada dua macam usaha untuk mempertahankan hak-hak negara 
atas hutan yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha 
pengamanan teknis hutan; dan usaha pengamanan hutan atau 
disebut usaha pengamanan polisionil hutan. 
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka 
kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat 
pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya.  
Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus diberikan 
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wewenang untuk: mengadakan patroli/perondaan di dalam 
kawasan hutan atau wilayah hukumnya; memeriksa surat-surat 
atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di 
dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; menerima laporan 
tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan; mencari keterangan dan barang 
bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan; dalam hal tertangkap tangan , wajib 
menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; 
dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan (UU Kehutanan Pasal 51 ayat 2). 
Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan 
yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif 
(PP Perlindungan Hutan pasal 36 ayat 1). Pejabat kehutanan 
tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus meliputi: 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional 
Polisi Kehutanan; Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan 
Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi 
Kehutanan; Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun 
Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai 
wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan (PP 
Perlindungan Hutan Pasal 32 ayat 2). 
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1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di 
Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu kabupaten Luwu Timur 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  
Menurut UU No. 32 tahun 2004, baik pemerintah daerah 
kabupaten/kota maupun  pemerintah daerah provinsi sama-sama 
memiliki kewenangan di sektor kehutanan khususnya perlindungan 
hutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan 
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan 
pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut 
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara 
pemerintah, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau 
antara pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan 
sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.  
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria terdiri atas 
urusan wajib dan urusan pilihan.  Perlindungan hutan merupakan 
bagian dari urusan pemerintahan bidang kehutanan yang 
merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan 
pilihan baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota adalah 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan 
dan kondisi unggulan daerah yang bersangkutan. 
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Adapun kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam 
perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 yang dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan 
pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah 
pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan 
lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan 
raya skala provinsi; Pemberian fasilitasi, bimbingan dan 
pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang 
dibebani hak dan hutan adat skala provinsi. Sementara 
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
perlindungan hutan adalah pelaksanaan perlindungan hutan pada 
hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak dan 
hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota; 
Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan 
perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat 
skala kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal 
perlindungan hutan yang masuk dalam kewenangan daerah 
kabupaten Luwu Timur adalah perlindungan hutan pada hutan 
lindung dan hutan produksi yang berada pada wilayah kabupaten 
Luwu Timur. 
Keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan lindung  
yang sudah ada selama bertahun-tahun menjadi salah satu 
masalah perlindungan hutan yang menjadi kewenangan 
56 
 
pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur.  Masalah tersebut 
masih menjadi masalah antara pemerintah dan masyarakat yang 
belum menemukan solusi penyelesainnya hingga saat ini. Dari 
hasil penelusuran penulis, masyarakat yang tinggal di dalam 
kawasan hutan lindung rata-rata menyatakan mereka sudah tinggal 
lebih dari 26 tahun. Dari 19 Responden penulis yang tinggal di 
dalam kawasan hutan lindung, menyatakan sudah tinggal di tempat 
mereka tinggal saat ini selama lebih dari 26 tahun sebanyak 14 
orang, sudah tinggal selama 21-25 tahun sebanyak 2 orang, sudah 
tinggal selama 11-20 tahun sebanyak 1 orang, dan sudah tinggal 
selama 0-10 tahun sebanyak 2 orang.  
Tabel 4: Kurun waktu masyarakat menduduki kawasan hutan 
lindung Kasintuwu 
Kurun Waktu Frekuensi Persentase 
0 – 10 tahun 2 11% 
11 – 20 tahun 1 5% 
21 – 25 tahun 2 11% 
> 26 tahun 14 73% 
Total 19 100% 
Sumber: Data primer penulis setelah diolah. 
Keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan lindung 
Kasintuwu tidak dapat dipindahkan maupun dikeluarkan dari dalam 
kawasan hutan lindung kasintuwu. Sehingga pemerintah daerah 
kabupaten Luwu Timur lebih mengutamakan upaya perlindungan 
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hutan melalui pemberdayaan masyarakat agar luas kawasan hutan 
yang digarap masyarakat tidak bertambah.75 
Perlindungan hutan yang dilakukan Pemerintah Daerah 
kabupaten Luwu Timur  (Pemda Lutim), pelaksanaannya dilakukan 
KPHL dan Dinas Kehutanan kabupaten Luwu Timur. Adapun upaya 
tersebut selama ini sudah dilakukan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 
1. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara Preventif, yaitu upaya pencegahan agar 
orang atau badan hukum tidak melakukan tindakan yang 
dapat merusak atau mengubah fungsi hutan. 
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara Represif, yaitu dengan menindak para 
pelaku pelanggaran di sektor kehutanan dengan melakukan 
penyitaan barang bukti  untuk melengkapi berkas perkara 
yang kemudian diproses melalui jalur hukum. 
3. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara Persuasif, yaitu upaya pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberi akses 
kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari.  
Pembagian pelaksanaan perlindungan hutan ini bukan 
bersifat mutlak melainkan untuk memudahkan penulis dalam 
                                                             
75 Hasil wawancara dengan Ibu Nita selaku Kepala Bidang Tata Guna Kawasan 
Hutan KPHL kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Februari 2017 
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menjelaskan pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan oleh 
Pemda Lutim selama ini di kawasan hutan lindung Kasintuwu. 
1) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara preventif 
Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan 
yang dilakukan secara preventif  oleh Pemda Lutim 
dilakukan dengan melakukan patroli rutin dan mengadakan 
penyuluhan. Adapun langkah preventif tersebut lebih 
jelasnya sebagai berikut: 
a. Patroli Rutin 
Dalam pelaksanaan perlindungan hutan 
Pemda Lutim selalu mengadakan patroli. Pemda 
Lutim selalu mengadakan patroli rutin yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Hutan (Polhut) 
dari KPHL. Patroli rutin dilakukan untuk mencegah 
kejahatan dan pelanggaran di kawasan hutan lindung 
yang ada di kabupaten Luwu Timur76 begitu pula di 
kawasan hutan lindung Kasintuwu. Hal ini juga 
dibenarkan oleh Kepala Desa Kasintuwu, bahkan 
menurutnya  seringkali patroli dilakukan tanpa 




pemberitahuan kepada pihaknya.77 Dari keseluruhan 
responden penulis, 17 orang menyatakan pemerintah 
daerah pernah melakukan patroli, 1 orang 
menyatakan tidak tahu dan 1 orang lagi tidak 
menjawab. Dalam patroli rutin pelaku yang 
diamankan kebanyakan adalah pelaku yang 
melakukan pencurian kayu dan pembalakan liar.  
b. Mengadakan Penyuluhan 
Dalam pelaksanaan perlindungan hutan selain 
operasi rutin, Pemda Lutim juga selalu mengadakan 
penyuluhan mengenai perlindungan dan pelestarian 
hutan.  Penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama 
dengan badan penyuluh BP3K kecamatan 
Mangkutana. Penyuluhan mengenai kelestarian 
hutan seringkali dilakukan oleh pemerintah daerah.78 
Namun, penyuluhan hukum belum pernah dilakukan 
sehingga masyarakat masih kurang pengetahuannya 
tentang peraturan yang mengatur perlindungan hutan 
dan tindak pidana kehutanan. 
 
 
                                                             
77 Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu 
di kantor desa Kasintuwu pada tanggal 8 Maret 2017 
78 Ibu Siti Nur, Loc. Cit. 
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2) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara Represif 
Perlindungan hutan secara represif yaitu dengan 
menindak para pelaku pelanggaran di sektor kehutanan 
dengan melakukan penyitaan barang bukti  untuk 
melengkapi berkas perkara yang kemudian diproses di jalur 
hukum. Pemda Lutim dalam melakukan operasi rutin apabila 
ditemukan tindak pidana di sektor kehutanan maka 
dilakukan penyitaan barang bukti  dan mengumpulkan 
keterangan untuk melengkapi berkas perkara yang 
kemudian diproses di jalur hukum. Sementara apabila ada 
pengaduan atau ada informasi mengenai tindak pidana di 
sektor kehutanan di luar operasi pengamanan, maka 
kemudian dibentuk tim untuk melakukan operasi intelijen 
dalam rangka pengumpulan bukti dan mencari keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian 
membuat dan menandatangani laporan untuk diproses lebih 
lanjut sesuai dengan prosedur hukum. 
Pemda Lutim dalam menjalankan tugas pengamanan 
hutan apabila terjadi kejahatan, pelanggaran di bidang 
kehutanan selalu mengadakan operasi pengamanan hutan. 




a. Kegiatan patroli daam rangka tindakan preventif atau 
pencegahan terjadinya pelanggaran di sektor 
kehutanan. 
b. Operasi intelijen dilakukan untuk mengumpulkan 
keterangan pelaku-pelaku kejahatan di sektor 
kehutanan. 
c. Operasi represif dalam rangka tindakan hukum 
terhadap pelaku-pelaku kejahatan di sektor 
kehutanan. 
3) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan secara Persuasif 
Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan 
yang dilakukan secara persuasif oleh Pemda Lutim 
dilakukan dengan melakukan pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Hutan 
Kemasyarakatan (HKM) dan rehabilitasi hutan dan lahan. 
Adapun langkah Persuasif tersebut lebih jelasnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Pembentukan HKM  
Pembentukan HKM dilakukan dengan tujuan 
memberi akses kepada masyarakat dalam mengelola 
hutan secara lestari. Untuk kawasan hutan lindung 
kasintuwu terdapat satu HKM yang dibentuk oleh 
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pemerintah daerah kabupaten luwu timur bersama-
sama dengan masyarakat desa Kasintuwu pada 
tahun 2015. HKM ini bertempat di dusun Tawibaru 
Desa Kasintuwu. 
HKM yang ada di desa Kasintuwu sampai pada 
saat penelitian skripsi ini tinggal menunggu SK 
penetapan dari gubernur Sulawesi Selatan. Namun, 
upaya untuk mendapatkan legalitas terhambat 
dikarenakan kewenangan di sektor kehutanan 
dalihkan ke daerah provinsi. Apalagi selama masa 
peralihan wewenang ini terjadi kekosongan 
pelayanan dalam urusan kehutanan selama satu 
tahun terakhir ini.79 Namun, berdasarkan penulusuran 
penulis HKM ini sudah memiliki Surat Ketetapan 
dengan luas areal kerja seluas 295 Ha dengan 
Nomor: SK.6/MLHK/Setjen/PSKL.0/2/2016 yang 
dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2016.80 
b. Rehabilitasi hutan dan lahan 
Pemda Lutim juga melakukan rehabilitasi hutan 
dan lahan pada areal perambahan dan perladangan. 
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini dilakukan 
dimaksudkan untuk memulihkan fungsi hutan dan 
                                                             
79 Bapak Petrus Frans, Loc. Cit. 
80 Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Majid selaku Kepala Bidang 
Perhutanan Sosial DInas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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lahan sehingga peranannya dalam mendukung 
sistem penyangga kehindupan tetap terjaga. 
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini dilakukan 
dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan 
reboisasi dan penghijauan pada areal perambahan.  
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan 
di kawasan hutan lindung Kasintuwu lebih 
mengutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan-
pendekatan yang sifatnya partisipatif. Hal ini 
dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
Misalnya dengan memberikan bimbingan dan 
pengetahuan kepada masyarakat mengenai tanaman 
kayu seperti manggis, alpukat, nangka dll. untuk 
mengurangi kegiatan perambahan yang dilakukan 
masyarakat di dalam kawasan hutan lindung 
Kasintuwu. 
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di 
Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu kabupaten Luwu Timur 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah telah dicabut dan digantikan dengan 
undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014. Salah satu perubahan yang mendasar dari undang-undang 
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tersebut yaitu pembagian urusan antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Perubahan yang terjadi adalah rincian detil 
pembagian bidang urusan pemerintahan yang semula diatur dalam 
lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini menjadi 
bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bisa 
dikesampingkan atau dikecualikan oleh undang-undang sektoral 
lainnya.. 
Salah satu perubahan substansi  bidang urusan 
pemerintahan yaitu pada sektor kehutanan yang semula dibagi 
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Kini hanya diberikan kepada 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sehingga 
wilayah kerja provinsi bertambah luas yaitu mencakup seluruh 
wilayah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
tersebut yaitu bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber 
daya mineral yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah 
provinsi. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil 




Meskipun dilimpahkan ke pemerintah daerah provinsi namun 
dalam pelaksanaannya pemerintah daerah provinsi dapat 
diselenggarakan dengan cara melakukannya sendiri; dengan cara 
menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asa tugas 
pembantuan atau; dengan cara menugasi desa. Adapun 
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya pada 
pengelolaan TAHURA. Sementara rincian urusan pemerintahan 
bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi 
adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali 
pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). 
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan 
hutan kecuali KPHK. 
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi 
dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil 
hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. 
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. 
5. Pelaksaana perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan 
produksi. 
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. 
Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas 
produksi < 6000 m³ per tahun. 
7. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan 
khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi. 
8. Pelaksaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan 
secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas 
kabupaten/kota. 
9. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang 
tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran 
(Appendix CITIES). 
10. Pelaksandan kawasan aan pengelolaan kawasan bernilai 
ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka 
alam dan kawasan pelestarian alam. 
11. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. 
12. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. 
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13. Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas 
daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota 
dalam 1 daerah provinsi. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlindungan 
hutan di hutan lindung dan hutan produksi bukan lagi menjadi 
kewenangan daerah kabupaten/kota melainkan menjadi 
kewenangan daerah provinsi. Sebagaimana tercantum pada 
lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dalam 
pelaksanaan perlindungan hutan di tingkat kabupaten/kota 
pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakannya 
dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas 
tugas pembantuan.81 Sehingga akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) berkaitan dengan perlindungan hutan lindung di tingkat 
kabupaten/kota. UPT tersebut  langsung dibawahi oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi serta bertanggung jawab kepada Dinas 
Kehutanan Provinsi.82 
Saat ini UPT tingkat kabupaten di Luwu Timur sementara 
tahap pembentukan organ.83 Hubungan pemerintah daerah 
kabupaten/kota Luwu Timur dengan pemerintah daerah provinsi 
Sulawesi Selatan hanya saling berkoordinasi. Adapun upaya 
perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
                                                             
81 Hasil wawancara dengan Bapak Albert selaku Kepala Bidang Seksi Konservasi 
dan Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada 





provinsi adalah dengan melakukan operasi intelijen. Personil 
perlindungan dan pengamanan hutan yang ada di kabupaten/kota   
hanya sebatas  memberikan laporan dan infomasi mengenai tindak 
pidana di sektor kehutanan. 
C. Implikasi Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan 
Prasarana Serta Dokumen (P3D) Terhadap Perlindungan Hutan 
di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur  
Salah satu perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya adalah tentang 
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur 
dalam lampiran undang-undang yang memberikan status otonomi 
yang lebih kuat kepada daerah. Sehingga terhindar dari tumpang 
tindih dan ketidakpastian kewenangan antar tingkatan/susunan 
pemerintahan yang akan memberikan keseimbangan pada beban 
urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan 
pemerintahan yang sudah ada.  
Beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi 
urusan daerah kabupaten/kota kini dialihkan ke daerah provinsi. 
Hal ini berkaitan dengan urusan pemerintahan yang mempunyai 
dampak ekologis yang serius sehingga hanya diotonomikan ke 
daerah provinsi agar relatif mudah untuk dikendalikan. Bidang  
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urusan tersebut yaitu bidang kehutanan, kelautan, pertambangan, 
dll. 
Pembagian urusan tersebut memberikan implikasi hukum 
bukan hanya berkaitan dengan kewenangan  tetapi juga berakibat 
pada pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, 
dokumen (P3D) yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan 
perlindungan hutan. 
Hal ini menjadi salah satu tugas mendesak 
kementerian/lembaga dan daerah dalam menindaklanjuti 
perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan, 
salah satunya bidang kehutanan. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 
404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa 
serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta 
dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan 
antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang 
ini diundangkan. Menindaklanjuti pasal 404 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, Meteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat 
Edaran pada tanggal 16 Januari 2015 dengan Nomor:120/253/sj 
Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah 




Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 di atas, siklus 
anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari 
stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat 
terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada 
masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat 
ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap 
dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini 
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut 
sampai dengan diserahkannya P3D. Adapun urusan pemerintahan 
konkuren tersebut meliputi penyelenggaran sub urusan: 
a. pengelolaan pendidikan menengah; 
b. pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B; 
c. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; 
d. pelaksanaan perlindungan di hutan lindung dan hutan 
produksi; 
e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; 
f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; 
g. pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan 
pengawasan; 
h. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan; 
i. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan 
j. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, 
daerah terpencil dan pedesaan. 
 
Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa 
gubernur, bupati dan walikota diminta untuk menyelesaikan secara 
seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan 
sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling 
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lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima P3D paling lambat 
tanggal 2 Oktober 2016. Gubernur, bupati/walikota diharapkan 
segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang 
membidangi masing-masing urusan pemerintahan terkait dengan 
pengalihan urusan pemerintahan konkuren dan dapat difasilitasi 
oleh Kementerian Dalam Negeri. Melakukan koordinasi dengan 
pimpinan DPRD masing-masing dan melaporkan pelaksanaan 
Surat Edaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. 
Menindaklanjuti hal di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (MLHK) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 
SE.5/MenLHK-II/2015 pada tanggal 21 Mei 2015. Pada butir 3.3 SE 
MLHK menyatakan bahwa sub urusan pemerintahan bidang 
kehutanan yang terkait dengan P3D tetap dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota paling lama 2 tahun sejak 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun 
kewenangan yang berdampak pada pengalihan P3D di sektor 
kehutanan yaitu: rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; 
pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan 
produksi; pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan; dan 
pelaksanaan penyuluhan kehutanan.  
Mengingat pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014, SE 
Menteri Dalam Negeri, dan SE MLHK pengalihan P3D dirinci ke 
dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 
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1. Inventarisasi P3D dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 
2016. Proses inventarisasi P3D dilakukan sebagai bahan 
perencanaan dan anggaran 2017. 
2. Klarifikasi serta validasi data dan informasi paling lambat 
September 2016. Hal ini dilakukan sebagai bahan persiapan 
serah terima P3D. 
3. Serah terima P3D paling lambat 2 Oktober 2016. 
4. Serah terima berita acara pendanaan paling lambat 31 
Desember 2016. 
5. Pemberlakuan efektif terhitung 1 Januari 2017. 
Pengalihan P3D ini juga  berdampak pada Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang melaksanakan urusan bidang kehutanan 
kabupaten/kota dialihkan menjadi PNS Provinsi. Menindaklanjuti 
hal tersebut Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan 
Raya Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi. 
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
tersebut PNS yang dialihkan yaitu: 
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional penyuluh 
kehutanan. 
b. PNS yang menduduki jabatan fungsional polisi kehutanan. 
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c. PNS yang menduduki jabatan fungsional pengendali 
ekosistem hutan. 
d. PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan 
pelatihan fungsional penyuluh, polisi kehutanan, dan 
pengendali ekosistem hutan pada unit kerja yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan 
selain yang melaksanakan pengelolaan TAHURA 
kabupaten/kota. 
e. Calon PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional 
penyuluh kehutanan. 
f. Calon PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional polisi 
kehutanan. 
g. Calon PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional 
pengendali ekosistem hutan. 
h. PNS yang menduduki jabatan administrator; pengawas; dan 
pelaksana, yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan 
urusan kehutanan, KPH, atau badan yang 
menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. 
 
Ketentuan pengalihan PNS tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Dialihkan dari PNS kabupaten/kota menjadi PNS provinsi. 
b. PNS yang dialihkan tersebut akan ditempatkan pada unit 
kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan provinsi. 
c. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah 
dialihkan, tetap menduduki jabatan fungsional. 
d. Pengalihan PNS tersebut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 
2016.  
e. Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD 
Provinsi terhitung tanggal mulai 1 Januari 2017.  
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f. Pemberian gaji dan tunjangan pada bulan Oktober, 
November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada 
APBD kabupaten/kota. 
Sementara tata cara pengalihan PNS yaitu Sekretaris 
Daerah kabupaten/kota membuat daftar nominatif PNS yang 
melaksanakan fungsi bidang kehutanan selain pengelolaan 
TAHURA yang akan dialihkan untuk disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang di Provinsi (Sekretaris Daerah Provinsi). Daftar 
nominatif yang telah dibuat tersebut diusulkan pengalihannya 
kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dan 
tembusan kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Selanjutnya Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional 
BKN menetapkan keputusan pengalihan PNS berdasarkan usulan 
dari pejabat yang berwenang. Keputusan pengalihan yang 
ditetapkan oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN 
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pejabat yang 
berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Menteri 
Kehutanan, Bupati, dan Walikota. 
Untuk pengalihan P3D bidang kehutanan di Sulawesi 
Selatan sampai pada saat penelitian skripsi ini baru pada tahap 
Klarifikasi serta validasi data dan informasi. Karena beberapa 
kabupaten masih belum memasukkan data PNS yang akan 
dialihkan salah satunya kabupaten Luwu Timur. Keterlambatan 
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pengalihan P3D membuat status PNS yang menduduki jabatan 
fungsional pada unit kerja bidang kehutanan tidak memiliki legalitas 
karena belum ada Surat Keputusan penetapan pengalihan PNS. 
Sehingga pelaksanaan perlindungan hutan di tingkat 
kabupaten/kota mengalami kekosongan. Kekosongan dalam artian 
bukan tidak ada personil, hanya saja personil yang berada di 
kabupaten/kota belum memiliki legalitas untuk menjalankan 
tugasnya. 
Menurut Bapak Albert selaku kepala Seksi Konservasi Dan 
Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 
saat ini hubungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan 
pemerintah daerah provinsi hanya saling berkoordinasi dalam 
rangka perlindungan hutan melalui operasi intelijen. Personel 
perlindungan dan pengamanan hutan hanya sebatas memberikan 
laporan dan informasi mengenai tindak pidana di sektor kehutanan. 
Namun, hal tersebut belum dapat ditangani lebih lanjut. Sehingga 
pelaku perambahan maupun penebangan liar semakin marak 
terjadi selama 3 bulan terakhir. 84 
Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014, SE Menteri Dalam Negeri, SE MLHK serta Perka BKN 
seharusnya di tahun 2017 ini penyelenggaraan urusan di bidang 
kehutanan sudah berjalan dengan semestinya. Sehingga untuk itu 




baik pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah 
daerah provinsi harus saling berkoordinasi dan lebih bersinergi 
untuk mempercepat tindak lanjut Inventarisasi P3D. Sehingga 





















1. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan hutan 
di kawasan hutan lindung Kasintuwu menurut Undang-
Undang 32 Tahun 2004 ada pada pemerintah daerah 
kabupaten atau kota, sedangkan menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan ini dialihkan pada 
pemerintah daerah provinsi. 
2. Implikasi pengalihan personel, pendanaan, sarana dan 
prasarana serta dokumen (P3D) menjadikan upaya-upaya 
perlindungan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu tidak 
berjalan dengan semestinya karena pemerintah daerah 
terlambat untuk menginventarisasi P3D. 
B. Saran 
1. Pemerintah daerah kabupaten seharusnya tetap 
melaksanakan perlindungan hutan di kawasan hutan lindung 
yang berada dalam wilayahnya selama belum dilakukan 
serah terima P3D, sehingga kewenangan perlindungan 
hutan tetap menjadi kewenangan daerah kabupaten sampai 
pada serah terima P3D selesai. 
2. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten seharusnya mempercepat pengalihan P3D 
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daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi sehingga upaya 
pelaksanaan perlindungan hutan lindung tidak terhambat. 
3.  Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten perlu melakukan upaya perlindungan hutan 
tambahan ketika tidak adanya personil polisi hutan selama 
pengalihan P3D, seperti mengupayakan TNI, satpol PP, dan 
kepolisian setempat. Sehingga dapat mengurangi kegiatan 
perambahan dan penebangan liar. 
4. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat 
mengenai status kawasan hutan lindung Kasintuwu sebagai 
hutan negara yang sampai saat ini masih diklaim oleh 
masyarakat sebagai lahan hak milik. 
5. Perlunya penyuluhan hukum terutama mengenai hukum 
kehutanan  kepada masyarakat  sehingga masyarakat 
mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan 
dan tindak pidana kehutanan. 
6. Perlunya tenaga penyuluh kehutanan maupun personil 
kehutanan dari pemerintah yang berbaur dengan 
masyarakat sehingga perlindungan hutan dapat berjalan 
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